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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Pengaturan hak moral pencipta lagu di Indonesia dalam UUHC berakar pada 

konseptualisasi teoretis "droit moral" yang berkembang di Eropa. Hal tersebut 

kemudian diadopsi oleh Berne Convention melalui Article 6bis dan 11bis. Berne 

Convention tersebut lalu diratifikasi oleh Indonesia dan berbagai negara-negara di 

dunia guna mewujudkan perlindungan hak-hak pencipta karya termasuk pencipta lagu. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek historis mempengaruhi pengimplementasian 

hak moral pencipta lagu di Indonesia, khususnya terkait peraturan hak cipta. Masalah 

yang ada hingga hari ini ialah tentang pengaturan hak moral dan hak ekonomi dalam 

UUHC yang belum seimbang. Pembuat undang-undang rasanya beranggapan bahwa 

pemenuhan hak ekonomi pencipta lagu sekaligus dianggap sebagai pemenuhan hak 

moralnya. Hal ini berdampak terhadap perlindungan hak pencipta lagu yang menjadi 

tidak utuh. Bahwa apa yang diatur saat ini, menghalangi cita-cita perlindungan hak 

moral secara utuh sebagaimana dimaksud dalam Berne Convention dan sejarah 

kemunculan hak moral di eropa. 

Pasal 5 sampai 7 UUHC sendiri pada dasarnya telah mengimplementasikan 

perlindungan hak moral yang dapat dipahami sejalan dengan konteks sejarah 

kemunculan hak moral di Eropa serta keberadaan Berne Convention. Pengaturan 

tersebut dilakukan untuk melindungi hak moral pencipta lagu dalam industri musik di 

Indonesia. Hak moral sebagaimana telah dilindungi di sana meliputi hak-hak seperti 

hak integritas dan hak paternitas. Selain itu, Ketentuan-ketentuan hak ekonomi dalam 

UUHC yang berkaitan dengan hak moral pencipta lagu juga bertujuan untuk 

melindungi hak ekonomi Pencipta. Namun terkait pemanfaatan ekonomi lagu dalam 

pertunjukan, khususnya terkait Pasal 23 ayat (5) UUHC memiliki implikasi terhadap 

pengimplementasian hak moral yang menjadi terhalang. Berdasarkan analisis Penulis, 

keberadaan Pasal 23 ayat (5) tersebut yang menyebabkan ketimpangan pengaturan 

antara hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu.  
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Pasal 23 ayat (5) UUHC sebagaimana telah dibahas Penulis dalam penulisan ini 

turut menegaskan bagaimana pengimplementasian hak moral pencipta lagu saat ini 

berada pada LMK. Bahwa kontrol pencipta lagu atas penggunaan lagunya di publik 

termasuk dalam suatu pertunjukan, diberikan kepada LMK melalui ketentuan tersebut. 

Padahal  sebagaimana telah dianalisis oleh penulisan ini, penggunaan lagu dalam 

sebuah pertunjukan tentunya memiliki implikasi yang besar terhadap bagaimana pesan 

dari lagu yang ingin pencipta lagu sampaikan kepada publik, serta inner personality 

dan hak integritas pencipta lagu itu sendiri. Seluruh hal tersebut merupakan bagian dari 

hak moral pencipta yang saat ini diimplementasikan oleh LMK melalui ketentuan 

dalam UUHC tersebut. Dapat disimpulkan bahwa hak moral, termasuk hak integritas, 

memiliki relevansi yang lebih luas daripada sekedar kepentingan ekonomi. Hak moral 

melibatkan aspek moralitas, nilai-nilai pribadi, dan integritas lagu itu sendiri. Oleh 

karenanya menjadi tepat apabila pengaturan hak ekonomi pencipta lagu yang 

mendukung pengabaian atau pereduksian hak moral menjadi sekadar pertimbangan 

ekonomi, dianggap tidak memadai dan cacat. 

Pembenahan kewenangan LMK dalam konteks Pasal 23 ayat (5) UUHC 

otomatis menjadi sebuah urgensi. Hal tersebut bertujuan agar LMK dapat lebih efektif 

dalam melindungi hak moral pencipta lagu sebagai pemberi kuasa. Penulis merasa 

perlindungan hak moral pencipta lagu akan menjadi lebih baik bila LMK memiliki 

sistem untuk menerima pemberitahuan dari pencipta lagu. Berdasarkan teori hubungan 

kuasa, sudah seharusnya LMK mengutamakan kepentingan pencipta lagu sebagai 

pemberi kuasa. Teori agensi juga menekankan pentingnya pencipta lagu untuk dapat 

mengatur tindakan LMK sebagai penerima kuasa agar tidak melakukan tindakan yang 

bertentangan dengan keinginan pencipta lagu. Kontrol pencipta lagu atas penggunaan 

lagunya tentu akan menjadi tetap terjaga. 

Maka ketika pencipta lagu menemukan penggunaan lagunya dalam sebuah 

pertunjukan yang dianggap menyerang hak integritas, inner-personality, atau alter ego-

nya, seharusnya ia dapat mengirimkan notifikasi kepada LMK. Sistem notifikasi 

tersebut akan memberitahukan LMK untuk menolak pembayaran royalti dari pengguna 

lagu. Dengan begitu, penggunaan lagu tersebut di kemudian hari dapat dicegah dan 
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tidak merugikan pencipta lagu. LMK dapat menggunakan Pasal 9 ayat (3) UUHC 

sebagai dasar hukum untuk melakukan ini. Pencipta lagu yang merasa keberatan dapat 

dimaknai sebagai penolakan pemberian izin penggunaan lagunya, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 9 ayat (3) UUHC. Oleh karena itu, setiap orang yang tidak membayar 

kepada LMK, tidak boleh menggunakan lagu tersebut secara komersial, termasuk 

dalam pertunjukan, sesuai dengan Pasal 23 ayat (5) UUHC.  

 

5.2 Saran 

Berikut merupakan saran yang dapat diberikan Penulis berdasarkan analisis yang 

telah dilakukan dalam penulisan ini:  

1. LMK perlu mengadakan sistem untuk menerima notifikasi dari pencipta lagu 

atas keberatan penggunaan lagunya di suatu pertunjukan. Ketika pencipta lagu 

menemukan penggunaan lagunya yang ia rasa menyerang hak integritas, 

inner-personality ataupun alter ego nya, maka LMK harus berhenti untuk 

menerima pembayaran royalti dari pengguna yang dimaksud, sehingga 

penggunaan semacam itu tidak akan terjadi di masa mendatang. 

2. Keberadaan Pasal 23 ayat (5) UUHC perlu ditinjau ulang dan diubah oleh para 

pembuat undang-undang melalui mekanisme legislative review. Bahwa 

hingga saat ini, ketentuan tersebut membatasi pengimplementasian hak moral 

pencipta lagu, khususnya terkait hak integritas. 

3. Pengaturan tentang hak integritas harus dilakukan secara eksplisit. Penting 

bagi UUHC agar mengatur hak integritas pencipta lagu secara eksplisit serta 

mengakomodasi pengimplementasiannya secara utuh dalam UUHC. Seluruh 

pelaku industri musik di Indonesia harus menyadari betapa pentingnya makna 

dari keberadaan hak integritas pencipta lagu dalam UUHC. 
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